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ABSTRAK 

ANDI FAISAL, 4517060107, Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan 

Senjata Tajam Tanpa Hak, dibawah bimbingan Ruslan Renggong selaku 

pembimbing I dan Hj. Suryana Hamid selaku pembimbing II.   

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur tindak pidana memiliki 

senjata tajam tanpa hak menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 

terbukti dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. dan Untuk Mengetahui 

pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan 

Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks sudah sesuai dengan upaya pencegahan 

penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di Kota Makassar. 

 

Penelitian ini dilakukan di instansi atau lembaga Kejaksaan Negeri 

Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, dan Polrestabes Makassar dengan 

pertimbangan bahwa, merupakan unsur dan tempat diputuskannya perkara pidana 

dengan putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks, serta melakukan penelitian 

kepustakaan dengan   mempelajari buku-buku, perundang-undangan yang 

berhubungan dengan muatan penulisan skripsi ini.  

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa unsur tindak 

pidana pada putusan No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. telah sesuai dengan unsur 

tindak pidana dan memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur dari UU Darurat No. 

12 Tahun 1951 No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. berdasarkan fakta-fakta hukum 

baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti maka terdakwa harus 

mempertanggung jawabkan perbuatannya. Terdakwa yang dianggap sehat, tidak 

memiliki gangguan pada mental dianggap mampu memepertanggung jawabkan 

perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim yakni 1 tahun 

penjara dikurangi masa tahanan dan membayar sejumlah biaya perkara.  

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. 

penulis anggap telah tepat dalam menjatuhkan putusan. Dalam memutus perkara 

hakim harus mempertimbangkan banyak hal. Mulai dari tuntutan jaksa penuntut 

umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti serta hal-hal yang 

meringankan maupun yang memberatkan maka dengan terpenuhinya unsur-unsur 

yang sesuai dengan pasal yang di dakwakan, maka putusan yang dijatuhkan oleh 

hakim kepada terdakwa sudah tepat dan benar. 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Kepemilikan Tanpa Hak, Senjata Tajam. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang merdeka, yang di dalam konstitusi 

ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), 

bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dengan demikian,
1
 negara yang 

berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus di 

tempatkan di atas segala-galanya, setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan 

hukum tanpa kecuali. 

Masyarakat yang selalu dihadapkan oleh masalah, pertentangan dan 

konflik kepentingan antar sesamanya, dalam hal ini hukum bekerja dan 

diperlukan. Kepemilikan senjata tajam baik yang illegal maupun yang legal 

tidak mampu mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian 

dan TNI, hal ini lah yang menjadi pemicu meningkatnya kejahatan yang 

melibatkan senjata tajam dalam melancarkan aksi pelaku. Hal ini sangat 

membutuhkan perhatian juga pengawasan khusus dari pihak yang berwajib 

Dalam hal peningkatan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam tersebut 

maka  pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Darurat (selanjutnya 

disingkat UU Drt) No. 12 tahun 1951 sebagai usaha preventif untuk mencegah 

atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu kejahatan. Undang-

Undang Drt No. 12 Tahun 1951 ini selain mengatur senjata api dan bahan 

                                                             
1 Undang – undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 
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peledak juga didalamnya mengatur tentang senjata tajam.  Dalam undang-

undang ini, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian, atau untuk 

pekerjaan rumah tangga atau mata pencaharian yang tidak bertentangan 

dengan undang-undang yang boleh digunakan di kepentingan sehari-hari.
2
 

Arus kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun 

dengan senjata tajam yang terjadi di kota Makassar ini memang sangat 

mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menimbulkan 

kekhawatiran di masyarakat. Kejahatan-kejahatan tersebutpun tidak 

memandang bulu, semua kalangan dapat mengalami dan merasakannya, mulai 

dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan, seperti guru, dosen, dan lain-lain, 

pengusaha, bahkan kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti kepolisian 

maupun TNI sendiri.  

Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya terjadi pada malam hari saja 

seperti yang kita dengar, tetapi sekarang ini kejahatan-kejahatan tersebut 

justru banyak terjadi pada siang hari, bahkan di daerah yang ramai sekali lalu 

lalang kendaraan masyarakat merasa tidak aman lagi di karenakan 

kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang di gunakan untuk mempertahankan 

atau melindungi diri sendiri bisa mengancam hingga meresahkan masyarakat 

serta dapat menghilangkan nyawa sesorang dikarenakam kepemilikan senjata 

tajam tanpa hak, bahkan kalangan mahasiswa yang memiliki senjata tajam 

tanpa hak dapat menimbulkan kecemasan terhadap mahasiswa lain sehingga 

dapat merugikan pihak lainya bahkan diri sendiri, perbuatan kepemilikan 

                                                             
2 Undang – undang DRT No.12 Tahun 1951 
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senjata tajam tanpa hak meresahkan masyarakat maka perbuatan memiliki 

senjata tajam tanpa hak dapat di persalahkan dan dipidana atas pebuatannya 

karena perbuatanya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum 

atas perbuatanya dan tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang sehingga 

perbuatana kepemilikan senjata tajam tanpa hak bertentangan dengan hukum 

dan aturan perundang-undangan yang berlaku.  

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan 

pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan 

senjata tajam. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan 

hukum yang berjudul “ Analisis Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Tajam 

Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.) 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut, yaitu: 

1. Apakah unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak menurut 

Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terbukti dalam putusan 

Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks? 

2. Apakah pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan 

dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. sudah sesuai dengan 

upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di kota 

Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:  
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a. Untuk mengetahui unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak 

menurut Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terbukti dalam 

putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks. 

b. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang 

dijatuhkan dalam putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks sudah sesuai 

dengan upaya pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di Kota 

Makassar. 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat atau kegunaan yang terdapat 

pada peneltitian tersebut.  

Adapun kegunaan yang didapatkan dari penelitian ini adalah :  

a) Kegunaan Teoritis  

a. Merupakan salah satu sarana untuk berbagi pegetahuan dan pikiran 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada mengenai kepemilikan 

senjata tajam dan juga dapat membantu memberikan masukan bagi 

pihak yang terkait dengan masalah yang di teliti untuk 

menyelesaikanya.  

b) Kegunaan Praktis  

a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai 

bekal di masa depan kelak dan di harapkan dapat membantu dan 

memberikan masukan serta tambahan pengetahuan mengenai 

kepemilikan senjata tajam tanpa hak yang terjadi di kota Makassar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana dalam bahasa belanda dengan istilah 

strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana 

atau tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya 

dapat dikenai hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek 

tindak pidana.
3
 

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana 

atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:  

a. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana; 

b. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang 

digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan 

c. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.
4
  

Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan 

di ancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan 

yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) 

                                                             
3 Wirjono Projodikoro, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung 

2003, Hal 59 
4
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Depok 2017, Hal 48 
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juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya di 

haruskan oleh hukum).  

Adapun pengertian menurut para ahli yaitu: 

a. Moeljatno (Chazawi Adami 2002 :72) mengartikan Strafbaarfeit 

sebagai berikut: Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “perbuatan yang 

dilarang oleh suatu aturan hukum larangan di sertai ancaman pidana 

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”
5
 

b. Strafbaarfeit juga diartikan oleh Bambang Poernomo berpendapat 

bahwa suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan 

pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
6
 

c. Simons berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu tindakan atau 

perbuatan yang di ancam oleh pidana dengan undang-undang, 

bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh 

seseorang yang mampu bertangung jawab.
7
 

d. Komariah E. Sapardjaja berpendapat bahwa tindak pidana adalah 

suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan 

hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.
8
 

 

Istilah delik (delict) dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit dimana 

setelah diterjemahkannya kedalam bahasa Indonesia 5 kelompok istilah yang 

lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut:   

Ke-1 : “Peristiwa pidana” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1962: 

32), Rusli Effendy (1981: 46), Utrecht (Sianturi 1982: 206) dan lain- 

lainnya;  

Ke-2  : “Perbuatan pidana” digunakan oleh Moejanto (1983: 54) dan lain- 

lain;  

Ke-3 : “Perbuatan yang boleh di hukum ”digunakan oleh H.J.Van 

Schavendijk (Sianturi 1982: 206) dan lain-lain;  

Ke-4 : “Tindak pidana” digunakna oleh Wirjono Projodikoro (1986: 55), 

Soesilo (1979: 26) dan S.R Sianturi (1982: 205) dan lain-lain.  

Ke-5 : “Delik” digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid (1986: 146 dan 

Satochid Karta Negara (tanpa tahun: 74) dan lain-lain.   

 

 

 

                                                             
5
 Moeljatno, Asas - asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1987, Hal 54 

6
 Bambang Poernomo, Asas – asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta, 1992, Hal. 130 

7
 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung 2011, Hal 97 

8
 Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Kepada Tiada Pertanggung Jawaban 

Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hal 27  
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur, untuk mengetahui adanya 

tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-

undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai 

dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan berbagai unsur atau syarat 

yang menjadi ciri atau sifat khas dari perbuatan yang dilarang sehingga 

dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut 

Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya 

dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur 

subjektif dan objektif.  

a. Unsur Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan 

hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan 

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini 

adalah tindakannya.  

 

b. Unsur Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak 

dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya 

pelaku (seseorang atau beberapa orang).
9
 

 

c. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana 

bunyi rumusan yang dibuatnya. Berikut beberapa unsur tindak pidana 

menurut para ahli: 

1) Loebby Loeqman: 

a. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang; 

b. Perbuatan itu dianggap melawan hukum; 

c. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan; 

d. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan
10

 

2) EY. Kanter dan SR.Sianturi: 

a. Subjek 

b. Kesalahan 

c. Bersifat melawan Hukum (dan tindakan); 

d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh 

undangundang/perundang  dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 

                                                             
9
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,2010 Hal 79 

10
 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung, 

2011 Hal 99 
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pidana; 

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)
11

 

3) Simons: 

a. Diancam dengan pidana oleh hukum; 

b. Bertentangan dengan hukum; 

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; 

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas  perbuatannya.
12

 

4) Moeljatno: 

a. Perbuatan; 

b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
13

 

5) R.Tresna: 

     a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia); 

     b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; 

     c. Diadakan tindakan penghukuman
14

 

 

d. Unsur tindak pidana dalam KUHPidana yaitu: 

a. Unsur tingkah laku; 

b. Unsur melawan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif; 

e. Unsur keadaan yang menyertai; 

f.  Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 

i.  Unsur objek hukum tindak pidana; 

j.  Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

 

B. Pengertian Senjata Tajam dan Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak 

1. Pengertian Senjata Tajam  

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, 

atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang 

maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan 

melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi 

                                                             
11

 Ibid 
12

 Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Hal 88 
13 Ibid 
14 Ibid 
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dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti 

pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik.
15

 

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia: “Senjata tajam adalah senjata 

penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang 

yang nyatanyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah 

tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata 

untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.
16

 

 

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951 yang dimaksud 

senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul 

tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk 

dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga 

atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-

nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang 

ajaib (merkwaardigheid).
17

 

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan 

bahwa:  

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 

atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, 

menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia 

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, 

steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi 

tingginya sepuluh tahun. 

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk 

dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata- nyata 

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan 

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah 

                                                             
15

 https;//id.m.wikipedia.org/wiki/senjata, diakses pada tanggal 10 November 2020, Pukul 15:14 

WITA 
16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. pasal 15 

ayat (2) 
17

 Andi hamzah, Delik – delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar 1, PT Pradnya Paramita 

2002 Hal 10 
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pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka 

atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).
18

 

 

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan 

pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang - undang ini untuk 

senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata 

senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga 

disebutkan pengertian senjata tajam: Yang dimaksud dengan “senjata tajam” 

dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan 

senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata 

dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk 

kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang 

pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib.
19

 Di dalam Undang-Undang 

Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke 

Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) Dalam Pasal 2 UU Drt. 

No. 12/1951 dinyatakan sebagai berikut: 

1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatusenjata 

pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of 

stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 

sepuluh tahun.  

 

                                                             
18 Undang – undang Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 
19

 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 

15 Ayat 2 huruf e 
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2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk 

dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata 

dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan 

pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah 

pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka 

atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).
20

 

 

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa jenis senjata tajam 

yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan yaitu antara lain :
21

 

a. Badik  

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis 

senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga 

berfungsi sebagai senjata dalam melakukan suatu kejahatan. Berfungsi 

pula sebagai alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, sebagai 

barang pusaka, barang kuno atau barang gaib. Bagi masyarakat bugis 

makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, sepertinya kurang 

lengkap apabila berpergian tanpa badik dipinggangnya.  

b. Keris  

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat, digunakan 

sebagai barang pusaka atau barang kuno/barang gaib. Senjata ini jarang 

digunakan untuk melakukan suatu kejahatan, dan hanya digunkan oleh 

orang-orang tertentu saja dan pada waktu tertentu, misalnya :  

 Upacara perkawinan  

 Upacara pelantikan raja  

 Pada waktu pengambilan sumpah 

                                                             
20

 Undang – undang Drt No 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat 1 dan 2 
21

 Latief Wiyata, Carok Konflik Kekerasan Dan Harga Diri Orag Madura, PT. LKISAksara 

Pelangi, Yogyakarta,2002, hal.38 



 12 

c. Tombak  

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga “POKE” adalah 

senjata tajam yang bentuknya panjang yang ujungnya runcing dan tajam. 

Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu 

pekerjaan, biasanya digunakan untuk berburu. Tombak dahulu kala sering 

digunakan dalam upacara-upacara adat, namun sekarang tak jarang 

digunakan melakukan suatu perbuatan delik.  

d. Celurit  

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipih dan melengkung yang 

bagian permukaanya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai 

alat untuk melakukan pekerjaan di ladang. Tidak jarang juga jenis senjata 

tajam ini pula digunakanuntuk melakukan suatu perbuatan jahat.   

e. Kapak   

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah alat yang 

biasanya terbuat dari logam, bermata yang diikat pada sebuah tangkai, 

biasanya dari kayu. Kapak adalah salah satu alat manusia yang sudah tua 

usianya, sama umurnya saat manusia pertama kali membuat alat dari batu 

dan kayu. Zaman dahulu kapak dibuat dari batu pada zaman batu dan pada 

saat zaman besi lalu dibuat dari besi. Kapak sangat berguna dan 

penggunaannya cukup luas dimulai dari sebagai perkakas pemotong kayu 

sampai sebagai senjata perang.  

f. Parang  

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasa bentuknya 

relative sederhana tanpa pernak pernik. kegunaanya adalah sebagai alat 
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potong atau alat tebas (terutama semak belukar) kala penggunanya masuk 

hutan. Parang juga digunakan untuk pertanian.  

g. Pedang   

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. 

pedang dapat memiliki dua sisi tajam atau hanya satu sisi tajam saja. Di 

beberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainya pedang biasanya 

memiliki sisi lebih atau paling tinggi. bilah pedang biasanya dibuat dari 

logam keras seperti besi atau baja. Meski begitu terdapat pedang dari emas 

yang digunakan sebagai hiasan saja.  

h. Busur  

Busur adalah jenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi atau 

besi bekas yang dibuat sebagai senjata. Dan menggunkan ketapel sebagai 

pendorong. Di makassar busur cukup populer di kalangan masyarakat, 

Karena mudah dibuat dan harganya pembuatanya juga terbilang cukup 

murah, maka dari itu mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa  

mudah untuk mendapatkanya, dan belakangan ini cukup banyak 

digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang. 

2. Kepemilikan Senjata Tajam Tanpa Hak 

Di dalam pasal 2 ayat (2) UU Drt. No. 12/1951, diatur pengecualian 

penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk 

barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna 

pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan 

melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan 
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sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).
22

 

Pisau, golok, kampak, machette, celurit dan bentuk-bentuk senjata tajam lainnya 

awalnya adalah "tools" yang dipakai manusia untuk meringankan pekerjaan 

sehari-hari, pada jaman purbakala, alat-alat tersebut berbahan dasar batu, seiiring 

perkembangan waktu dan teknologi, mulai dikembangkan dari bahan besi baja, 

bahkan fungsi dan desain mulai dibedakan, mana yang digunakan sebagai tools 

sehari-hari dan mana yang akan dijadikan sebagai edged weapon seperti keris atau 

katana. Pada masa lampau, keris dibuat untuk "membunuh orang" tidak ada keris 

memiliki nilai kegunaan sebagai alat untuk memotong sayur di dapur. Katana 

pada masa jayanya adalah alat berperang dan lambang kehormatan. Tidak ada 

samurai yang menggunakan pedangnya untuk menebang pohon atau menggali 

tanah.
23

 

Pada masa kini sudah terjadi pergerseran nilai-nilai dari alat-alat tersebut. 

Keris dan katana sudah bergeser nilainya dari alat berperang menjadi collector 

item dan benda pusaka. Pisau, golok, kampak, celurit dari yang tadinya tools 

/perkakas pada saat-saat tertentu justru dapat menjadi alat untuk melukai orang 

lain. Militer jaman sekarang, menggunakan senapan serbu, pistol sebagai senjata, 

sebaliknya pisau bagi mereka adalah utility tools, yang digunakan untuk 

membantuk pekerjaan mereka memotong tali, memotong kayu, menggali dan 

sebagainya. 99,9% fungsi pisau dalam kemiliteran adalah sebagai tools, 1% nya 

digunakan sebagai senjata kalau kepepet.  

                                                             
22

 Andi hamzah, Delik – delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar 1, PT Pradnya Paramita 

2002 Hal 10 
23

 https://www.facebook.com/notes/t-aditya-kurniawan/legalisme-membawa-

senjatatajam/10151217491783830. Diakses pada tanggal 11 November 2020. Pukul 17.19 WITA 
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Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 ini dibuat untuk mencegah 

agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api,bahan peledak,dan senjata tajam. 

Hal ini dapat dilihat dengan diberikanya ancaman hukuman sepuluh tahun 

penjara oleh pembuat undang undang. Hanya saja pembuat undang-undang 

tidak secara tegas membedakan antara kejahatan dan pelanggaran dalam 

undang-undang darurat ini. Pada Pasal 3 Undang-Undang Darurat No.12 

Tahun 1951. menentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

Undang-Undang ini  dipandang sebagai kejahatan.  

Dalam kenyataannya pelanggaran terhadap Pasal 2 Undang Undang 

Darurat No.12 Tahun 1951 seperti tertangkap karena membawa senjata tajam 

tidak digolongkan sebagai kejahatan, tetapi digolongkan sebagai pelanggaran. 

Baru digolongkan sebagai kejahatan apabila senjata tajam tersebut digunakan 

untuk membunuh atau menganiaya seseorang. Belum lagi pengancaman atau 

penganiayaan dengan senjata tajam merupakam hal yang paling biasa 

dilakukan oleh masayarakat. Oleh karena itu pengawasan secara 

berkesinambungan terhadap masyarakat yang membawa senjata tajam perlu 

ditingkatkan lagi. Bukan hanya aparat saja akan tetapi sebagai masyarakat 

perlu ada kesadaran terhadap hal tersebut. 

 

C. Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Tajam dan Penyalahgunaan 

Senjata Tajam Tanpa Hak 

1. Prosedur Perizinan Kepemilikan Senjata Tajam 

Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah maklumat Kapolri 

Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai 
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penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka. Tata cara 

memperoleh surat keterangan dari kepolisian adalah sebagai berikut :  

1) Melengkapi kelengkapan admistrasi yaitu :  

a. Fotocopy kartu penduduk  

b. Fotocopy kartu keluarga   

c. Surat keterangan dokter  

d. Surat keterangan hasil psikologi  

e. Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)  

f. Surat pernyataan permohonan   

g. Rekomendasi dari Kapoltabes/Resta/Res setempat  

h. Pas foto berukuran 3x4 cm sebanyak 6 lembar dan 2x3 cm sebanyak 5 

lembar (dasar merah)  

2) Mengikuti wawancara tentang maksud tujuan memperoleh surat 

keterangan kepemilikan. 

2. Penyalahgunaan Senjata Tajam Tanpa Hak  

Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan 

tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti 

pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.  

Berdasarkan Undang-undang (Drt) No . 12 Tahun 1951 yang dimaksud 

senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul 

tidak termasuk barang-barang yang nyata dimasukkan untuk dipergunakan 

guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk 

kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata 
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mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib 

(merkwaardigheid). 

Berdasarkan Undang-undang (Drt)  NO. 12 Tahun 1951 unsur-unsur 

tindak pidana membawa senjata tajam yaitu:  

Pasal 2 ayat (1): 

a) Barangsiapa   

b) Yang tanpa hak, 

c) Memasukkan ke indonesia, membuat , menerima, mencoba  

memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 

membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 

miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan 

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata 

penikam, atau senjata penusuk (slag of stoot wapen).
24

 

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan 

pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undang-undang ini untuk 

senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata 

senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata. 

 

D. Pengertian Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana 

Pidana berasal dari kata straf  (Belanda), sering disebut dengan istilah 

hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah 

                                                             
24

 Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke 

Bijzondere Strafbepalingen”, Pasal 2 Ayat 1 
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lazim merupakan terjemahan dari recht. Dapat dikatakan istilah pidana dalam 

arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan 

sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada 

seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 

perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus 

larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). 

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan 

yang sengaja diberikan oleh Negara terhadap individu yang melakukan 

pelanggaran terhadap hukum.
25

 Pidana adalah sanksi yang hanya ada dalam 

hukum pidana. Jika dikaitkan dengan sanksi dalam bidang hukum lain, maka 

pidana adalah sanksi yang paling keras. Dalam lapangan hukum pidana sanksi 

yang terberat berupa pidana badan, pidana atas kemerdekaan, bahkan pidana 

jiwa.
26

 

Pidana dapat berbentuk punishment atau treatment. Pidana merupakan 

pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat. Sedangkan 

tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan si 

pembuat. 

2 Pengertian pemidanaan 

1 Menurut Hart ada lima elemen terkait pemidanaan
27

: 

a. Pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak 

menyenangkan 

                                                             
25

 Eddy O.S Hiariej, Prinsip -prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2014 Hal 

385 

26
 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (PT. Refika Aditama, Bandung, 

2011), Hal 139  

27
 Op Cit, hal 386 
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b. Pidana dan pemidanaan ditujukan untuk suatu pelanggaran  

terhadap hukum 

c. Harus sesuai antara pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang 

melakukan kejahatan 

d. Pemidanaan itu dijalankan oleh pelaku yang melakukan kejahatan 

e. Pidana itu dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang dalam 

sistem hukum terhadap pelanggaran yang dilakukanPemidanaan 

merupakan suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 

dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu 

mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, 

korban, dan juga masyarakat. Pidana dijatuhkan bukan kerena telah 

berbuat jahat tetapi untuk memberikan efek jera kepada pelaku 

kejahatan agar tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 

melakukan kejahatan yang serupa. 

 

2 Teori Pemidanaan Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga 

golongan pokok, yaitu sebagai golongan teori pembalasan, golongan 

teori tujuan, dan kemudian ditambah dengan golongan teori 

gabungan.
28

 

a. Teori Pembalasan  

Teori Pembalasan membenarkan pemidanaan karena 

seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini 

terakhir harus menjalankan pidananya). Teori pembalasan 

pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu: 

a) Teori pembalasan yang obyektif, yang berorientasi pada 

pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan 

masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus 

dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau 
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kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan 

oleh si pembuat kejahatan.  

b) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. 

Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus 

mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang 

besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat 

kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan. 

b. Teori Tujuan 

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari 

pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan 

terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan 

untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm 

van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan 

ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan 

penjatuhan pidana kepada si penjahat. 

c. Teori Gabungan 

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan 

pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori 

tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori 

gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu 

tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan 

harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri 

maupun kepada masyarakat. Teori gabungan ini mengutamkan 



 21 

perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak 

pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan 

ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus 

didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat 

memperbaiki si pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, tujuan 

pidana untuk mengubah tingkah laku dan kepribadian si pelaku 

tindak pidana agar ia meninggalkan kebiasaan jelek yang 

bertentangan dengan norma yang berlaku. Dengan kata lain 

adalahuntuk memperbaiki pelaku tindak pidana. Teori inilah yang 

dianut oleh rancangan KUHPidana. 

 

E. Jenis-Jenis Pemidanaan dan Tujuan pemidanaan  

1. Jenis-Jenis Pemidanaan 

2. Pidana Pokok  

Berdasarkan Pasal 10 KUHPidana pidana pokok terdiri dari 

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana 

tutupan. Urut-urutan pidana pokok tersebut berdasarkan tingkatan 

berat-ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip umum dalam 

penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHPidana adalah hakim 

dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu 

ancaman pidana dalam KUHPidana pada umumnya bersifat alternative 

antara pidana penjara dan pidana denda.
29
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387 
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3. Pidana Mati   

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimasukkan 

dalam urutan pertama dalam jenis pidana pokok yang alternatif dengan 

hukuman seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun 

(Pasal 340 KUHP). Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh 

pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan Militer, 

dilakukan dengan tembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan 

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 (Pasal 11 KUHP).
30

   

4. Pidana Penjara 

Pidana penjara adalah merupakan pidana yang paling banyak 

dimuat dalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya.Pidana penjara 

adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak 

pidana ke dalam suatu rumah penjara. Diharapkan, dengan adanya 

perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk 

mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan 

itu, si terpidana juga diharapkan melakukan perenungan untuk 

menyadari kesalahan yang telah dibuatnya.
31

 

5. Pidana Kurungan  

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang 

dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Kendati demikian ada juga 

beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana kurungan, jika 

dilakukan karena suatu kealpaan dan ancaman pidana kurungan 
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31
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terhadap kejahatan-kejahatan tersebut di alternatifkan dengan pidana 

penjara. Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 

penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. 

Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang 

terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga 

Pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan 

dibandingkan dengan pidana penjara, lama hukuman pidana kurungan 

adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, 

sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHPidana.
32

 

6. Pidana Denda  

Salah satu alasan adanya pidana denda karena keberatan 

terhadap pidana badan dalam jangka waktu singkat. Beberapa 

keuntungan pidana denda adalah: pertama, pidana denda tidak 

menyebabkan stigmatisasi. kedua, pelaku yang dikenakan pidana denda 

dapat tetap tinggal bersama keluarga dan lingkungan sosialnya. ketiga, 

pidana denda tidak menyebabkan pelaku kehilangan pekerjaan. 

keempat, pidana denda dengan mudah dapat dieksekusi. kelima, negara 

tidak menderita kerugian akibat penjatuhan pidana denda. Namun 

demikian terdapat sisi lemah dari pidana denda yang hanya 

menguntungkan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan finansial 

lebih. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan 

pidana kurungan.
33
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7. Pidana Tutupan 

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah 

berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman 

Tutupan. Pidana Tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang 

diancam dengan hukuman penjara, namun motivasi dalam melakukan 

kejahatan tersebut patut dihormati.
34

 Dapatlah dikatakan bahwa pidana 

tutupan diperuntukkan bagi pelaku kejahatan politik. Terpidana yang 

menjalani pidana tutupan, wajib menjalankan pekerjaan. Demikian pula 

semua peraturan yang terkait pidana penjara juga berlaku bagi pidana 

tutupan.
35

 

8. Pidana Tambahan  

Berdasarkan KUHPidana, pidana tambahan berupa pencabutan 

hak-hak tertentu, perampasan barang dan pengumuman putusan hakim. 

Akan tetapi di luar KUHPidana, terdapat banyak pidana tambahan yang 

berbeda dengan apa yang dicantumkan dalam KUHPidana. Hal ini 

tertuang dalam undang-undang pidana khusus, baik undang-undang 

pidana maupun yang bukan undang-undang pidana.
36

 

1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu  

 

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan 

adalah
37

: 

a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu 

b. Hak memasuki ankgatan bersenjata 
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c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan 

pengadilan,hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau 

pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri 

e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 

pengampuan atas anak sendiri 

f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu  

g. Perampasan barang-barang tertentu Perampasan terhadap barang-

barang tertentu dalam KUHPidana diatur sebagai berikut: 

a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan 

atau yang sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan 

b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 

dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam 

undang-undang 

c. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 

diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang yang telah 

disita. 

 

2. Pengumuman Putusan Hakim  

Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana 

merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh 

nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim di satu sisi 

merupakan pidana tambahan, namun di sisi lain menunjukkan karakter 

sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi 

kepentingan masyarakat. 

2. Tujuan Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana dirumuskan dalam 

RUUKUHP 2009/2010,  yang menyatakan.  

a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehinggan 

menjadi orang baik dan berguna; 
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c. Untuk menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan ,dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan  

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

 

 

F. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 

Hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan senantiasa dituntut 

untuk mengasah kepekaan nurani, kecerdasan moral, dan profesional dalam 

menegakkan hukum dan keadilan dalam wujudnya putusan. Putusan hakim harus  

selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada 

masyarakat khususnya pencari keadilan.
38

 

Tugas utama bagi hakim yaitu menerapkan hukum pada kasus konkret 

dalam wujud putusan. Dalam penerapan hukum itu selalu diawali dengan 

penemuan hukum. Penemuan hukum diperilakukan dalam rangka memecahkan 

atau meyelesaikan suatu persoalan hukum berdasarkan hukum atau secara umum. 

Dalam hal hukum posiitif yang mengatur peristiwa hukum sudah jelas, maka 

tugas hakim yaitu mempertemukan peristiwa hukum yang konkret dengan aturan 

hukum yang ada. Akan tetapi apabila aturan hukum yang ada tidak jelas, atau 

tidak sesuai rasa keadilan masyarakat atau kurang melindungi hak asasi, maka 

penemuan hukum dilakukan dengan interpretasi yaitu menemukan pengertian-

pengertian aturan hukum yang ada, atau menggali berbagai bahan hukum yang 

bersumber dari kesadaran hukum masyarakat atau teori-teori hukum yang bersedia 

sehingga suatu peristiwa hukum konkret dapat dipecahkan secara tepat dan benar. 
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Penemuan hukum seperti ini disebut pembentukan hukum (rechts chepping) 

melalui wujud putusan.
39

 

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mengindahkan nilai-nilai dan 

rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga 

putusan yang dihasilkan oleh hakim bisa diterima dengan iklas oleh para pihak 

untuk itu tentunya hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka 

menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.
40

 

Pengertian Putusan menurut pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-undang hukum 

Acara Pidana (KUHAP) yaitu sebagai berikut : 

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini.
41

 

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana  harus melalui proses 

penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai 

rangkaian putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka 

dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan 

dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti 

yang satu dengan bukti yang lain, misalnya antara keterangan saksi yang satu 

dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan 

saksi dengan alat bukti lain.
42
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Dalam hal pembuktian ada beberapa teori tentang sistem pembuktian, teori-

teori yang dimaksud antara lain: 

A. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (Conviction in Time) 

Suatu sistem pembuktian, untuk menentukan atau tidaknya terdakwa hanya 

semata-mata berdasarkan dari keyakinan hakim saja. Tidak menjadi masalah 

keyakinan tersebut diperoleh darimana. Keyakinan boleh diambil dan 

disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam siding 

pengadilan, bisa juga dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Hakim tidak 

diwajibkan menyebutkan alasan atas keyakinannya, dan hakim menyebutkan 

alat bukti yang dia pakai maka hakim dapat memakai alat bukti saja. 

Kelemahan sistem ini hakim bisa menjatuhkan hukuman pada seseorang 

terdakwa hanya berdasarkan keyakinan tanpa didukung alat bukti lain, 

disamping itu hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan 

terdakwa telahcukup bukti yang mengarah kepada kesalahan terdakwa selama 

hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
43

 

B. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (Conviction 

Raisonee) Teori ini hampir sama dengan teori Conviction in Time, yaitu 

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi 

oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan 

menjelaskan alasanalasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. 

Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. 

Hakim tidak terkait kepada alatalat bukti yang diterapkan oleh Undang-
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Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain 

yang di luar ketentuan Perundang-Undangan.
44

 

Adapun Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP), Berdasarkan pasal 183 KUHAP : 

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.
45

 

Berdasarkan pasal 184 KUHAP, Alat bukti sah yang dimaksud adalah: 

a. Keterangan Saksi; 

b. Keterangan Ahli;  

c. Surat; 

d. Petunjuk;  

 

Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan. 

Dalam memutuskan suatu perkara, seseorang hakim hendaknya meninjau 

permasalahan tersebut dari berbagai sisi termasuk dari sisi kepentingan seorang 

terdakwa. Adapun yang dikemukakan oleh Roeslan Saleh  : 

Hakim pidana dalam mengadili terdakwa hendaknya memahami tentang 

masa depan kehidupan terdakwa. Hakim pidana akan berbicara dengan terdakwa 

sebagaimana dialog antar manusia mengenai kehidupan mereka dan masa 

depannya. Dengan cara tersebut hakim dapat menjatuhkan putusan secara adil.
46
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Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
47

 Di dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1) 

menyatakan bahwa :  

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
48

 Dengan 

tercapainya penegakan peradilan kebenaran dalam jatuhnya putusan hakim maka 

akan tercapai pula tujuan akhir pidana, yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, 

ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka 

dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang 

menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis 

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makasar, Kejaksaan Negeri Makassar, 

Polrestabes Makassar, dan dibeberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka 

yaitu di Perpustakaan Universitas Bosowa. 

 

B. Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif. 

Metode penelitian hukum normatif adalah disebut juga penelitian hukum 

doktrinal. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa yang 

tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku 

manusia yang dianggap pantas.
49

 

 Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan penulis dalam 

usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai 

peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan  

No. 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks. 
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C. Jenis Dan Sumber Data  

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:  

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian 

yaitu di Pengadilan Negeri Makassar yang diperoleh melalui wawancara 

langsung kepada narasumber.  

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

penelitian kepustakaan (Library Research) baik dengan teknik 

pengumpulan dan inventarisasi buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel 

artikel dari internet serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya 

dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

1. Metode Penelitian  

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui 

metode Penelitian Kepustakan (Library Research) dan metode Penelitian 

Lapangan (Field Research)  

a. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach), yaitu penelitian 

yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai 

literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.  

b. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang 

dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya 

jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan 

ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.   
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2. Metode Pengumpulan Data  

a. Wawancara (Interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan 

pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Yaitu: 

Hakim Pengadilan Negeri Makassar 1 orang, Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri Makassar 1 orang, Penyidik pada Polrestabes 

Makassar 1 orang, tokoh Masyarakat 1 orang, Mahasiswa 1 orang dan 

Akademisi 1 orang.  

b. Studi Kepustakaan, yaitu penulis pngumpulan data  dengan membaca 

berbagai buku, peraturan perundang-undangan, artiker, jurnal, hasil 

penelitian karya ilmiah, dan bahan lainnya sesuai masalah yang diteliti. 

c. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati 

dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang 

terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar pada Putusan nomor 

580/Pid.Sus/2020/PN. Mks..   

 

E. Analisis Data  

 Seluruh data yang berhasil penulis kumpulkan nantinya akan dituangkan 

dengan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dimaksudkan agar penulis akan 

dapat menjelaskan dengan menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti 

dengan menyeluruh dengan hasil pengelolaan data yang telah diperoleh. Setelah 

itu akan Penulis lengkapi dengan analisis pribadi untuk menjawab permasalahan 

yang akan diteliti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Unsur Tindak Pidana Memiliki Senjata Tajam Tanpa Hak Menurut 

Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Terbukti Dalam 

(Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks.) 

 

Sebelum membahas unsur tindak pidana memiliki senjata tajam tanpa hak 

pada putusan No.580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. terlebih dahulu penulis akan jelaskan 

ringkasan posisi kasus. Berdasarkan analisa dari pengakuan terdakwa, keterangan 

saksi, dan hasil pemeriksaan pada tahap penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan 

dipersidangan. yaitu sebagai berikut :  

1.  Identitas Terdakwa  

a. Nama                                : DEDI AMARONU Alias ABIM ; 

b. Tempat Lahir                    : Soro ; 

c. Umur atau Tanggal lahir  : 24 tahun / 01 April 1996 ; 

d. Jenis kelamin                    : Laki-laki ; 

e. Kebangsaan                      : Indonesia ; 

f. Tempat tinggal                 : Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi  

aaNusa Tenggara Barat; 

g. Agama                              : Islam ; 

h. Pekerjaan                          : Mahasiswa Unismuh ; 
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2. Posisi Kasus 

Kasus yang penulis teliti ini merupakan kasus tanpa hak memiliki, 

membawa dan/atau menyimpan senjata tajam yang dilakukan oleh seorang 

mahasiswa yang bernama Dedi Amaronu Alias Abim  

Bahwa ia terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, pada hari Jumat, tanggal 

16 April 2020,  sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu 

lain dalam tahun 2020, bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam 

Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar atau setidak-tidaknya pada 

tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, secara 

tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata 

tajam lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

 Bahwa berawal pada saat terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim datang ke 

Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar kemudian terdakwa 

langsung masuk kedalam Sekret Fakultas Tehnik dan mengambil 1 (satu) buah 

tas ransel warna hitam merk Forster yang didalamnya berisikan 1 (satu) bilah 

senjata tajam berupa pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan 

sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm dan selanjutnya terdakwa 

menyimpan tas ransel tersebut dibawah pijakan sepeda motor metik milik 

temannya yang sedang terparkir didepan Rusunawa Putra dalam Kampus 

Unismuh dan tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan 

penyisiran didalam Kampus Unismuh Makassar guna mengantisipasi 
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terjadinya bentrokan susulan antara mahasiswa yang terjadi sebelumnya 

kemudian petugas Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) buah tas ransel 

warna hitam merk Forster yang tersimpan dibawah pijakan kaki sepeda motor 

dan setelah tas ransel tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bilah senjata 

tajam berupa pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya 

yang berukuran panjang sekitar 30 cm dan setelah senjata tajam tersebut 

ditemukan kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang tidak 

dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya 

terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor 

Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. 

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana 

kepemilikan senjata tajam tanpa hak menyatakan terdakwa Dedi Amaronu 

Alias Abim yang dibacakan pada persidangan dihadapan Hakim Pengadilan 

Negeri Makassar yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut: 

a. Menyatakan terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim  bersalah  melakukan 

tindak pidana “membawa senjata penikam atau senjata penusuk”, 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang 

Undang Darurat  Nomor 12 Tahun 1951; 

b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong 

masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;  
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c. Menyatakan barang bukti berupa: 

1. 1 (satu) bilah pisau belati yang terbat dari besi lengkap dengan sarungnya 

yang berukuran Panjang sekitar 30 cm; 

2. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster ; Dirampas untuk 

dimusnahkan;  

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar  Rp. 2.000,00 

(dua ribu rupiah); 

4. Amar Putusan 

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 

Tahun 1951, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain 

yang bersangkutan dengan perkara ini;  

a) Menyatakan  terdakwa  Dedi Amaronu Alias Abim, telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “tanpa hak 

membawa senjata penikam atau senjata penusuk ;  

b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim , oleh 

karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;  

c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani  terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 

d) Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;  

e) Memerintahkan barang bukti berupa :  

-  1 (satu) bilah pisau belati yang terbat dari besi lengkap dengan 

sarungnya yang berukuran Panjang sekitar 30 cm ; 
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-  1 (satu) buah tas ransel warna hoitam merk Forster ; Dirampas untuk 

dimusnahkam ; 

f) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) 

5. Analisis Penulis 

Analisis penulis dari segi tindak pidananya, tindak pidana memiliki senjata 

tajam tanpa memenuhi unsur uu darurat no. 12 thn 1951 tentang senjata tajam 

dalam kasus ini telah diuraikan sebelumnya pada posisi kasus diatas. Kedua 

dari segi pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana atau 

kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu: kemampuan 

bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari si pembuat. Adanya 

perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si- pelaku yang 

berhubungan dengan kelakukannya memiliki senjata tajam tanpa hak dengan 

terpenuhinya unsur tindak pidana pada uu darurat no.12 tahun 1951 yaitu unsur 

barang siapa, memiliki tanpa hak, mempunyai persediaan padanya. 

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pastilah sudah memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak Ni Putu Sri 

Indayani selaku hakim (wawancara tanggal 04 Februari 2021) mengemukakan 

bahwa:  

Bahwa tentu ada beberapa hal yang menjadi unsur nilai-nilai hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa khususnya pada putusan No. 

580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ini sudah sesuai dengan unsur membawa 

senjata tajam tanpa hak, yang menjadi pertimbangan sesuai dengan apa 

senjata tersebut digunakan apa hanya untuk melindungi diri sendiri atau 

sudah dipergunakan dan digunakan pada tempat yang seharusnya. 
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Bahwa penerapanya sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan 

yang dimana undang-undang yang di gunakan berada pada tingkatan yang 

di sebut undang-undang diluar KUHP dengan melihat untuk apa kegunaan 

senjata tajam tersebut apakah sudah digunakan atau tidak sesuai aturan 

pada UU DRT No. 12 Tahun 1951 

Bahwa menurut saya harus dipergunakan sesuai pada tempatnya contoh 

jika kita di hutan maka digunakan untuk melindungi diri sendiri dari 

hewan buas dan semua hal yang dapat megancam kita jika disini  di kota 

untuk apa coba untuk gaya-gayaan dibawa pada saat demo tanpa izin lagi 

tentu ditangkap jika kedapatan, juga pada saat upacara adat istiadat maka 

boleh dibawa kebetulan saya orang bali jadi saya tau. 

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pastilah sudah memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Irfan Heryono 

selaku penyidik di polrestabes makassar (wawancara tanggal 10 februari 2021) 

mengemukakan bahwa: 

Bahwa semua unsur berdasarkan acara pidana dan memenuhi unsur 

membawa senjata tajam tanpa hak sesuai yang ada pada undang-undang 

darurat no. 12 tahun 1951 dan di tuntut sesuai dengan hukum acara pidana 

setelah semua unsur-unsur lengkap dan terbukti dan penerapanya sudah 

sesuai dengan yang kami lakukan sebagai penyidik kepolisian agar 

tersangka di tahan atas pelanggaranya terhadap undang-undang. 

 

Bahwa tentunya tahapanya sesuai pada hukum acara pidana sesudah di 

lengkapi berkasnya dan di serahkan ke kejaksaan jika sudah P21 maka 

tersangka beralih menjadi terdakwa di hadapan persidangan. 

Bahwa boleh/tidak membawa senjata tajam tergantung dari jenisnya dan 

harus memiliki izin jika ingin membawa kemana-mana seperti dalam acara 

adat harus memenuhi prosedur tertentu untuk mendapatkan izin dari 

kepolisian. 

 

Bahwa angka penyalahgunaan senjata tajam pada polrestabes makassar 

dari 13 polsek di makassar pada tahun 2018 angka penyalahgunaan yang 

berhasil dilaporkan adalah 181 kasus. Pada tahun 2019 yang berhasil di 

laporkan adalah 174 kasus dan pada tahun 2020 adalah 169 kasus. 

 

Tindak pidana yang dilakukan oleh Dedi Amaronu Alias Abim  

merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis 

Hakim untuk memvonis terdakwa terlebih dahulu sesuai dengan tindak pidana 
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tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata tajam sebagaimana 

mestinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12/DRT/1951.  

Bagi penulis sudah merupakan hal yang benar mengenai apa yang diputus 

oleh majelis hakim. Dilihat dari kondisi, terdakwa dalam keadaan sehat 

jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut dan ada unsur 

kesengajaan. terdakwa jelas membawa, memiliki, menyimpan, dan membawa 

senjata tajam tanpa hak merupakan tindak pidana yang secara sadar terdakwa 

melakukannya.  Bagi penulis ini patut untuk dipidana sesuai dengan Undang-

undang Nomor 12/DRT/1951. 

Dengan menggunakan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum yakin 

bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan diatas 

dapat dengan jelas dibuktikan di muka persidangan.  

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pasti sudah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Bayu Murti selaku 

jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri makassar (wawancara tanggal 9 

februari 2021) mengemukakan bahwa:   

Bahwa dalam melakukan penuntutan jaksa penuntut umum melakukan 

sesuai proses mulai dari penyidikan dari penyidik memberikan berkas ke 

jaksa penuntut umum jika berkasnya lengkap maka P21 maka penyidik 

berhak membawa tersangka ke jaksa penuntut umum untuk di tuntut di 

pengadilan dan jaksa melakukan penuntutan dengan memperhatikan unsur 

dan aspek agar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan 

unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa mengenai unsur 

barang siapa, menguasai tanpa hak terbukti unsur-unsunya pada uu darurat 

no 12 tahun 1951 dan unsur tanpa hak menguasai membawa senjata tajam 

pada dirinya tanpa hak atau kewenangan untuk menguasai senjata tajam. 

 

Bahwa membawa senjata tajam pada kegiatan adat boleh-boleh saja tapi 

jika hanya di bawa untuk jaga diri apa yang mau dijaga di era sekarang ini 

bahan dikawasan kampus yang pada akhirnya bisa merugikan orang lain. 
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Bahwa janganlah membawa senjata tajam bagi yang tidak memiliki 

izin/tanpa hak apa lagi mahasiswa dengan alasan untuk melindungi diri 

hanya jika ada kegiatan adat tidak apa-apa membawa karena itu 

merupakan adat bahkan setiap rumah sepertinya memiliki senjata tajam 

seperti badik untuk kepentingan adat masing-masing. 

 

Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pasti sudah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana membawa senjata tanjam tanpa hak. Basri Oner selaku 

akademisi (wawancara tanggal 16 februari 2021) mengemukakan bahwa:   

Bahwa pada dasarnya memiliki senjata tajam tidak dilarang asalkan tidak 

bertentangan dengan uu darurat no 12 tahun 1951. Jika saya melihat 

seseorang membawa senjata tajam tidak melakukan apapun karena tidak 

ada kewenangan untuk melarang, untuk di sulawesi selatan khusunya 

masyarakat memiliki dan membawa senjata tajam dengan alasan untuk 

menjaga diri yang menjadi permasalahan apabila kena razia pemeriksaan 

oleh aparat hukum dan bersangkutan wajib mempertanggung jawabkan 

perbuatanya seperti pada kasus ini yang bersangkutan sudah tepat 

hukuman pidanya sesuai unsur-unsur yang terpenuhi. 

 

Bahwa sudah ada larangan pada uu saya sependapat dengan uu sepanjang 

belum di cabut uu nya dan di ancam dengan hukuman penjara dan ada 

hukuman pidananya    

 

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses di persidangan baik 

dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa 

barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur 

tindak pidana yang didakwakan yaitu, sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 yang 

unsur-unsurnya sebagai berikut: 

 

1. Unsur-unsur Barang Siapa 

Unsur barang siapa ialah Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa 

adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek 

hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab 

atas perbuatannya tersebut. 
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a) Bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan ke depan 

persidangan seorang yang bernama Dedi Amaronu Alias Abim,  sesuai 

dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan 

atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak 

pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, 

sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak 

pidana. 

 

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak 

Putusan Nomor 580/Pid-Sus/2020/PN.Mks 

Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 

atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata 

penusuk. 

a) Bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku  tindak pidana 

diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu  

elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah 

terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat 

dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut. 

b) Bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa 

pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan 

yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak 

adanya izin dari pejabat yang berwenang begitu juga  perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku adalah bertentangan dengan hukum atau aturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
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c) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmat, saksi Jafar dan keterangan 

terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa 

pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020,  sekitar jam 20.30 wita , 

bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh 

Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa ditangkap karena kedapatan 

telah membawa senjata tajam berupa pisau belati. 

d) Bahwa berawal pada saat terdakwa Dedi Amaronu  Alias Abim datang ke 

Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar kemudian terdakwa 

langsung masuk kedalam Sekret Fakultas Tehnik dan mengambil 1 (satu) 

buah tas ransel warna hitam merk Forster yang didalamnya berisikan 1 

(satu) bilah senjata tajam berupa pisau belati yang terbuat dari besi 

lengkap dengan sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm dan 

selanjutnya terdakwa menyimpan tas ransel tersebut dibawah pijakan 

sepeda motor metik milik temannya yang sedang terparkir didepan 

Rusunawa Putra dalam Kampus Unismuh dan tidak lama kemudian 

datang Petugas Kepolisian melakukan penyisiran didalam Kampus 

Unismuh Makassar guna mengantisipasi terjadinya bentrokan susulan 

antara mahasiswa yang terjadi sebelumnya kemudian petugas Kepolisian 

tersebut menemukan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merk Forster 

yang tersimpan dibawah pijakan kaki sepeda motor dan setelah tas ransel 

tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa 

pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan sarungnya yang 

berukuran panjang sekitar 30 cm dan setelah senjata tajam tersebut 

ditemukan kemudian diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang tidak 
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dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang, selanjutnya 

terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor 

Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. 

e) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk 

membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati tersebut. 

Menurut penulis, putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. telah memuat 

unsur-unsur kepemilikan senjata tajam tanpa hak yaitu barang siapa dalam hal ini 

ialah Dedi Amaronu dan unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai 

persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam 

atau senjata penusuk. hal-hal yang harus termuat dalam suatu putusan pengadilan 

sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP. Hal-hal yang 

dimaksud yaitu: kepala putusan, nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal 

lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama atau pekerjaan terdakwa, 

dakwaan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan 

beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan pada sidang yang menjadi 

dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar pemidanaan disertai dengan keadaan yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa, hari dan tanggal diadakannya 

musyawarah majelis hakim, ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 

dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti, 

perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, hari 

dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama 

panitera.  
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Jika dilihat dari segi persyaratan surat dakwaan. Putusan No. 

580/Pid.Sus/2020/PN. Mks. telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 

Pasal 143 KUHAP, dimana dalam suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, 

identitas terdakwa secara lengkap, ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum, 

serta surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas dan lengkap mengenai 

tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebutkan waktu (tempus delicti) dan 

tempat tindak pidana dilakukan (locus delicti).  

Selain itu, putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. telah didukung oleh dua 

alat bukti yang sah sebagaimana ditetapkan dalam pasal 183 jo Pasal 185 

KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang-

sekurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim.  

Penerapan ketentuan pidana dalam putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks, 

telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku. 

B. Pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan dalam 

(Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2020/Pn.Mks). Sudah sesuai dengan upaya 

pencegahan penyalahgunaan senjata tajam tanpa hak di kota Makassar 

 

1. Pertimbangan Fakta-Fakta Hukum 

a. Keterangan Terdakwa 

  Keterangan terdakwa Terdakwa Dedi Amaronu Alias Abim, didepan 

persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

a) Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani 

dan mengerti diajukan dipersidangan ini karena masalah membawa 

senjata tajam sejenis pisau belati  ;  

b) Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020,  sekitar jam 20.30 

wita , bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam 

Kampus Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa 

ditangkap karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa 

pisau belati ;  
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c) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang 

untuk membawa senjata tajam tersebut ; 

d) Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya 

dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. 

 

b. Keterangan Para Saksi 

 

1. RAHMAT  , menerangkan :  

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan 

mengerti dihadirkan dipersidangan ini. 

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020,  sekitar jam 20.30 

wita bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus 

Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa ditangkap 

karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pisau belati. 

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 sekitar 

jam 16.30 Wita telah terjadi perang kelompok didalam Kampus 

Unismuh yang diduga dilakukan oleh kelompok Ipmil dengan 

kelompok mahasiswa Fakultas Tehnik Unismuh Makassar, sehingga 

saksi bersama team Penikam Sat Sabhara Polrestabes Makassar 

menuju ke lokasi untuk mengamankan dan mengendalikan situasi, 

kemudian pada sekitar jam 20.00 Wita saksi melakukan penyisiran 

di dalam Kampus Unismuh Makassar guna mengantisipasi kejadian 

susulan dengan cara mengumpulkan orang dengan memeriksa badan, 

tas dan barang barang lain/senjata yang dilarang berada didalam 

kampus lalu pada saat itulah saksi menemukan sat utas ransel warna 

hitam yang disimpan dipijakan kaki sepeda motor matic lalu saat 

dibuka didalam tas ditemukan satu bilah pisau belati lengkap dengan 

sarungnya yang berukuran sekitar 30 cm dan beberapa lembar 

dokumen perkuliahan atas nama Dedi Amaronu. 

- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan pemilik motor tersebut dan diakui 

milik Jafar akan tetapi mengenai tas ranselnya bukan milik saksi 

Jafar kemudian saksi menanyakan kepada semua mahasiswa 

mengenai siapa pemilik tas ransel yang saksi temukan tersebut lalu 

terdakwa menjawab mengatakan saya yang punya pak, begitu juga 

dengan belati yang ada di dalam tas, selanjutnya saksi mengamankan 

terdakwa Bersama barang buktinya.  

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan menjelaskan kalau 1 (satu) 

bilah pisau belati tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa 

selalu bawa untuk berjaga-jaga ; Bahwa berdasarkan keterangan 

saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. 

 

2. JAFAR  , menerangkan :  

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan 

mengerti dihadirkan dipersidangan ini ; 
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- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2020,  sekitar jam 20.30 

wita bertempat di area parkir depan Rusunawa Putra dalam Kampus 

Unismuh Jalan Sultan Alauddin Makassar, terdakwa ditangkap 

karena kedapatan telah membawa senjata tajam berupa pisau belati ; 

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dilokasi kejadian dan melihat 

langsung pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian 

karena sebelumnya terdakwa menaruh tas ransel diatas pijakan 

sepeda motor milik saksi akan tetapi saksi tidak tahu kapan terdakwa 

menarus tas ranselnya tersebut karena saksi tidak melihatnya. 

- Bahwa satu bilah pisau belati tersebut bukan merupakan 

kelengkapan kuliah dan tidak diperuntukkan didalam kampus. 

- Bahwa setelah terdakwa diinterogasi dan menjelaskan kalau 1 (satu) 

bilah pisau belati tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa 

selalu bawa untuk berjaga-jaga.  

 

c. Barang Bukti  

Dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti 

Berupa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan 

sarungnya yang berukuran Panjang sekitar 30 cm, 1 (satu) buah tas ransel 

warna hitam merk Forster. 

Adapun hak-hal yang yang menjadi menentukan berat ringannya pidana 

yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan dan meringankan: 

Hal-hal yang memberatkan : 

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;  

Hal-hal yang meringankan :   

- Terdakwa belum pernah dihukum ;  

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan 

menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya 

lagi. 
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2. Analisis Penulis 

Aspek pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana  yang didakwakan 

merupakan hal penting dalam putusan. Ni Putu Sri Indayani selaku hakim 

(wawancara tanggal 04 Februari 2021) mengemukakan bahwa:  

Bahwa tentu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa khususnya pada putusan No. 

580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ini sudah sesuai dengan membawa senjata 

tajam tanpa hak, yang menjadi pertimbangan sesuai dengan apa senjata 

tersebut digunakan apa hanya untuk melindungi diri sendiri atau sudah 

dipergunakan dan digunakan pada tempat yang seharusnya. 

Bahwa penerapanya sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan 

yang dimana undang-undang yang di gunakan berada pada tingkatan 

yang di sebut undang-undang diluar KUHP dengan melihat untuk apa 

kegunaan senjata tajam tersebut apakah sudah digunakan atau tidak 

sesuai aturan pada UU DRT No. 12 Tahun 1951 

Bahwa menurut saya harus dipergunakan sesuai pada tempatnya contoh 

jika kita di hutan maka digunakan untuk melindungi diri sendiri dari 

hewan buas dan semua hal yang dapat megancam kita jika disini  di kota 

untuk apa coba untuk gaya-gayaan dibawa pada saat demo tanpa izin 

lagi tentu ditangkap jika kedapatan, juga pada saat upacara adat istiadat 

maka boleh dibawa kebetulan saya orang bali jadi saya tau. 

 

Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar 

terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam putusan hakim sebelum 

pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan 

menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para 

saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa 

dipersidangan. Pada dasarnya, fakta-fakta dipersidangan berorientasi pada 

dimensi tentang tempat dan waktu kejadian, modus operandi bagaimana 

tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa 

sampai melakukan tindak pidana, bagaimanakah akibat langsung ataupun 
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tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan 

sebagainya.    

Selain aspek yuridis, aspek psikologis, sosial ekonomi, lingkungan 

sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan perlu juga diperhatikan. Mengingat 

bahwa putusan merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu 

saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari 

aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-

nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis.  

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana  yang 

didakwakan. Ramli selaku tokoh masyarakat (wawancara tanggal 19 februari 

2021) mengemukakan bahwa: 

Bahwa pertimbangan hakim sudah sesuai dalam menjatuhkan pidana 1 

tahun penjara dengan berbagai pertimbangan yang memberatkan dan 

meringankan dimana perbuatan membawa senjata tajam tentu 

meresahkan masyarakat seperti yang dikatakan saudara tanpa hak berarti 

dilarang di uu makanya ada sanksinya  

Bahwa jika memang ingin memiliki senjata tajam harus dilengkapi izin 

agar tidak di tangkap atas kepemilikan tanpa hak. 

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana  yang 

didakwakan. Yusril Imam seorang mahasiswa (wawancara mahasiswa 

tanggal 20 februari 2021) mengemukakan bahwa: 

Bahwa menurut saya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

hukumanya sudah sangat tepat yaitu 1 tahun penjara agar memiliki efek 

jera karna tindakanya membawa senjata tajam di kampus dapat 

membahayakan mahasiswa lain bahkan bisa melukai dan 

menghilangkan nyawa seseorang.  

Bahwa menurut saya jangan membawa senjata tajam karna tidak ada 

perlu dilindungi bahkan bisa melukai diri sendiri dan tindakan itu 

dilarang menurut uu darurat no 12 tahun 1951, dan perbuatan membawa 

senjata tajam tanpa hak harus di pertanggungjawabkan sesuai uu. 
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Hakim dalam memutus  seseorang bersalah atau tidak dalam 

menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat 

apakah pelaku telah memenuhi syarat untuk dipidana, karena walaupun 

seseorang tersebut secara riil telah melakukan kesalahan, tetapi ia tidak 

memenuhi prasyarat untuk dipidana maka hakim tidak dapat menjatuhkan 

hukuman terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka 

harus memenuhi unsur-unsur delik yaitu:  

a. Perbuatan mencocoki rumusan Undang-undang.  

b. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik itu formil  maupun 

materil.  

c. Tidak ada alasan pembenar . 

d. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini cakap menurut hukum. 

e. Adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian.  

f. Tidak adanya alasan pemaaf. 

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat 

melanjutkan persidangan dan selanjutnya mengambil keputusan dari hasil 

persidangan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan dapat 

memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi kedua belah pihak yang 

berkepentingan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, 

sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan 

kegiatan atau tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran  

peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada 

disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberi 
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penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum 

yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan 

menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu. 

Apabila melihat dari putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN. Mks, yang 

menjadi pertimbangan hakim yaitu: 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 

unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti ; bahwa oleh karena semua unsur 

dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam 

dakwaan tunggal Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya 

terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana Majelis berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai 

atau membawa senjata  penusuk”, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan 

Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa 

harus dijatuhi pidana; Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, 

Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan 

pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung 

jawaban pemidanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana 

setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa 

berada dalam tahanan selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan 

ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. 

Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana, maka seluruh masa 
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tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana 

yang dijatuhkan ;   

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, 

maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat 

memberatkan maupun meringankan Terdakwa :  

Hal- hal yang memberatkan :  

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;  

Hal-hal yang meringankan : 

- Terdakwa belum pernah dihukum ;  

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan 

menyesali  atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi; 

 

Pertimbangan-pertimbangan dalam memutus perkara ini dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa hal termasuk sikap terdakwa di 

persidangan dan beberapa hal yang meringankan terdakwa dan memberatkan. 

Salah satu hal yang meringankan terdakwa belum pernah di hukum dan 

mengakui terus terang perbuatanya, merasa bersalah dan menyesali atas 

perbuatanya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi sehingga majelis 

dalam memutus perkara ini dengan hukuman 1 tahun penjara serta 

membebankan biaya perkara sebesar 2.000,00 (dua ribu rupiah) hakim dalam 

memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAB V  

PENUTUP   

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Unsur kepemilikan senjata tajam tanpa hak sudah terbukti memenuhi 

unsur-unsur kepemilikan senjata tajam tanpa hak pada UU Nomor 12 

Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dalam perkara No. 

580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum 

baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti 

berupa 1 (satu) bilah pisau belati yang terbuat dari besi lengkap dengan 

sarungnya yang berukuran panjang sekitar 30 cm. Sehingga terdakwa 

secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana 

kepemilikan senjata tajam tanpa izin yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) 

UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam.  

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang 

melakukan tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa izin pada studi 

kasus Putusan No. 580/Pid.Sus/2020/PN.Mks. berdasarkan alat-alat bukti 

yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang 

diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Serta fakta-fakta yang 

terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. 

Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu 

mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat 
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meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta 

dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap adanya putusan ini. 

Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-

undang yang berlaku untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam di 

kota makassar. 

B. Saran  

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan  

skripsi ini, sebagai berikut:  

1. Banyaknya warga yang memproteksi dirinya dengan senjata tajam, baik 

legal maupun ilegal dan banyaknya kasus penyalahgunaan senjata tajam, 

sebaiknya pihak berwajib tidak mempermudah pemberian izin, dan Perlu 

adanya pengawasan intensif yang ketat dari pihak Kepolisian dengan 

melakukan razia kepemilikan senjata tajam guna mengurangi aksi kejahatan 

di kota makassar. 

2. Perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan edukasi terhadap 

masyarakat oleh aparat penegak hukum tentang larangan membawa senjata 

tajam tanpa izin, melalui pengumuman atau memasang pamflet pada 

tempat-tempat strategis. 
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